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BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 63
TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang, perlu didukung dengan sumberdaya aparatur
yang profesional dan proporsional;

bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Karawang
Nomor 3123/Org tanggal 8 Juni 2015 hal Permohonan
Penangguhan  Pemberlakuan SOTK Baru BPMPT
Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa beban
kerja pada bidang pelayanan dan bidang pengolahan
sangat tinggi sehingga dengan dihapusnya empat sub
bidang yang ada dibawahnya akan sangat berpengaruh
terhadap kinerja BPMPT Kabupaten Karawang;

bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
060/2865/Huk-Ham tanggal 24 Juni 2015 perihal
Penjelasan Penangguhan Pemberlakuan SOTK BPMPT
Kabupaten Karawang dan Surat Ketua DPRD Kabupaten
Karawang Nomor 061/745/DPRD tanggal 25 Juni 2015
perihal Persetujuan Penangguhan Pemberlakuan SOTK
Baru BPMPT Kabupaten Karawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu
melakukan  penangguhan  terhadap  pemberlakuan
Struktur Organisasi pada BPMPT berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang juncto Peraturan Bupati Karawang Nomor 63
Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Karawang;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2014
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karawang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republi Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2014 Nomor 7);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari
Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari
Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2014
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karawang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG.



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 63
Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karawang diubah, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25
Khusus untuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karawang diberlakukan pada Tahun 2016.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Juni 2015
Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
KIKI SAUBARI

Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003




